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ABSTRAK 
SOLIKUL MUTOHAR, E 0005290. 2010. TINJAUAN MENGENAI SISTEM HIBAH 
HARTA KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM. 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum. (Skripsi). 
Penelitian Ini bertujuan untuk dapat mengetahui mengenai ketentuan pemberian hibah 
harta kepada anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, 
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 
yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-
bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam 
hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
Kedudukan (status) anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai 
anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan catatan tidak memutuskan hubungan 
nasab atau pertalian darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan 
anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa 
misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat 
pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan 
mencukupi segala kebutuhannya.  
Pemberian hibah adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang tua angkat 
kepada anak angkatnya sebagai wujud kasih sayang yang telah terjalin diantara keduanya. 
Karena Islam secara jelas menegaskan bahwa hubungan antara orang tua angkat dengan anak 
angkatnya tidak menyebabkan keduanya mempunyai hubungan waris mewaris, dengan demikian 
seorang anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkatnya. 
Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai ketentuan hibah yaitu terdapat dalam pasal 
210 ayat (1). bahwa hibah sebanyak-banyaknya adalah 1/3 (sepertiga) bagian, sehingga hibah 
kepada anak angkat adalah sahnya tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) bagian, sedangkan 
selebihnya adalah batal demi hukum. Hal demikian semata untuk melindungi bagian para ahli 
waris lainnya. Sedangkan wasiat mencerminkan keinginan terakhir seseorang menyangkut harta 
yang akan ditinggalkan. Keinginan terakhir pewaris harus didahulukan daripada hak ahli waris.  
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BAB I  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Permasalahan 
Seorang manusia selaku anggota masyarakat, selama masih hidup, mempunyai tempat 
dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak-hak serta kewajiban terhadap orang-orang dalam 
lingkungan masyarakat di sekelilingnya, juga termasuk terhadap barang-barang yang ada di 
dalam suatu masyarakat tersebut. Hal ini menimbulkan pengaruh langsung atau menunjukkan 
adanya suatu hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain yang saling mempengaruhi 
satu sama lain serta dapat memberikan kenikmatan ataupun beban kepada masing-masing pihak. 
Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka akan muncul suatu pertanyaan, apakah 
yang akan terjadi dengan perhubungan-perhubungan hukum tadi, yang mungkin sangat erat 
kaitannya ketika seseorang tadi masih hidup. Hal ini tentunya berpengaruh langsung terhadap 
kepentingan-kepentingan dari dalam masyarakat itu sendiri, dan kepentingan itu selama 
seseorang tersebut hidup, maka ia membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian sehingga tidak 
menimbulkan permasalahan yang berlarut-larut dalam masyarakat. Salah satu permasalahan yang 
sering timbul adalah mengenai pengalihan harta dari orang tua kepada anak-anaknya, yang biasa 
dalam bentuk waris, hibah ataupun wasiat. 
Pengangkatan anak bukanlah permasalahan yang baru. Sejak zaman Jahiliyah, 
pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan 
sistem dan peraturan hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Pengangkatan 
anak tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum karena dengan mengangkat anak, 
berarti seseorang telah mengambil anak orang lain untuk dijadikan bagian dari keluarganya 
sendiri dan pada akhirnya, akan timbul suatu hubungan hukum antara orang yang mengangkat 
dan anak yang diangkat. Anak angkat memiliki peranan serta kedekatan terhadap anggota 
keluarga orang tua angkatnya, sehingga ia kadang diperlakukan sama seperti anak kandung 
sendiri. 
Pemberian hibah adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang tua angkat 
kepada anak angkatnya sebagai wujud kasih sayang yang telah terjalin diantara keduanya. 
Karena Islam secara jelas menegaskan bahwa hubungan antara orang tua angkat dengan anak 
1 
angkatnya tidak menyebabkan keduanya mempunyai hubungan waris mewaris, dengan demikian 
seorang anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkatnya. 
Hibah ataupun wasiat merupakan salah satu cara atau upaya dalam hal pengalihan harta 
menurut Undang-Undang Islam. Hibah ialah pemberian harta yang berlaku semasa hidup 
pemberi hibah, sedangkan wasiat ialah pemberian harta yang berlaku selepas kematian pewasiat. 
Kedua instrumen ini digalakkan dalam Islam, di mana sekiranya ia dilakukan dengan betul dan 
selaras dengan keharusan syarat maka ia dapat menghindari pertikaian dan perebutan harta. 
Melalui hibah dan wasiat juga dapat membantu kaum kerabat yang memerlukan bantuan. Selain 
itu terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa dengan melakukan hibah dan wasiat maka 
seseorang di anggap telah menyalahi ketetapan hukum faraid. Karena dalam syariah Islam, yang 
mendapat warisan hanya anak kandung saja. Sedangkan anak angkat jelas tidak mendapat 
warisan, karena anak angkat pada hakikatnya bukan anaknya, melainkan anak orang lain. 
Hal inilah yang memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menemukan 
bagaimanakah ketentuan serta proses pemberian atau pengalihan harta dalam bentuk hibah dari 
orang tua kepada anak-anak angkatnya. Dikarenakan kajian ini adalah kajian pustaka, maka 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif hukum 
dengan mengkaji ketentuan tentang anak angkat serta pemberian hibah harta dari orang tua 
kepada anak-anak angkatnya yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 
Setelah dilakukan penelitian oleh penyusun, maka terungkaplah adanya ketentuan dalam 
hukum Islam yang menyatakan bahwa status anak angkat itu tidak dapat disamakan dengan anak 
kandung sehingga dia tidak dapat menerima harta warisan dari orang tua angkatnya. Meskipun 
demikian, anak angkat tersebut berhak mendapatkan pembagian harta dari kedua orang tua 
angkatnya dengan jalan pemberian harta dalam bentuk hibah atau wasiat dengan ketentuan tidak 
boleh lebih dari sepertiga harta kekayaan orang tua angkat.  
Berdasarkan penjelasan di tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis penulisan 
hukum dengan judul ”TINJAUAN MENGENAI SISTEM HIBAH HARTA KEPADA 
ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM” 
B. Perumusan Masalah 
Untuk membatasi masalah agar tidak memberikan penafsiran yang bermacam-macam, 
serta untuk mencari penyelesaian permasalahan yang telah dituliskan diatas maka perlu dibuat 
perumusan masalah yang merupakan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang ada sangkut pautnya 
dengan permasalahan diatas. Berdasarkan hal itu, maka penulis menyusun perumusan masalah 
sebagai berikut : 
 ”Bagaimanakah ketentuan pemberian hibah harta kepada anak angkat di tinjau dari Kompilasi 
Hukum Islam?” 
C. Tujuan Penelitian 
Suatu kegiatan penelitian tentunya harus memiliki tujuan sebagai arah dari suatu 
penelitian. Tujuan dari suatu penelitian merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat 
dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tujuan dari penelitian, meliputi : 
1. Tujuan Obyektif 
Untuk dapat mengetahui mengenai ketentuan pemberian hibah harta kepada anak 
angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. 
 
2. Tujuan Subyektif 
a) Untuk dapat meraih gelar Kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b) Untuk menambah pengetahuan yang lebih lengkap tentang penulisan hukum di Fakultas 
Hukum. 
c) Untuk memperluas wawasan tentang permasalahan hukum di Indonesia terutama yang 
berhubungan dengan sistem pengalihan harta kepada anak angkat dalam hukum Islam. 
D. Manfaat Penelitian 
Suatu penelitian akan lebih berharga jika hasilnya memberikan manfaat bagi setiap orang 
yang menggunakannya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, terutama dalam hukum dan masyarakat 
dalam hal pengalihan harta kepada anak angkat. 
b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan 
teori hukum terutama dalam hukum Islam kaitannya dalam hal pengalihan harta kepada 
anak angkat. 
2. Manfaat Praktis 
a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang 
hukum bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum,dan akademisi. 
b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan maupun pola pikir 
kritis dan dinamis bagi penulis serta semua pihak yang menggunakannya dalam 
penerapan ilmu hukum dalam kehidupan. 
 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru 
sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud, 2006: 35). 
Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk 
mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan 
klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur 
yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud. 
1. Jenis Penelitian 
Penulisan penelitian hukum (skripsi) dengan judul “TINJAUAN SITEM HIBAH 
HARTA KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM” ini termasuk penelitian 
hukum normatif, yang juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. 
Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya 
pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedangkan 
disebut sebagai penelitian kepustakaan disebabkan penelitian dalam penelitian ini lebih 
banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. 
Bambang Sunggono menjelaskan ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam 
penelitian hukum normatif, adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut 
(Bambang Sunggono, 2003: 54-57): 
1) Merumuskan masalah dan mendefinisikan masalah; 
2) Mengadakan studi kepustakaan; 
3) Memformulasikan hipotesis (jika ada); 
4) Menentukan model untuk menguji hipotesis; 
5) Mengumpulkan data; 
6) Menyusun, menganalisis dan memberikan interprestasi; 
7) Membuat generalisasi dan kesimpulan; 
8) Membuat laporan ilmiah. 
Langkah pertama untuk melakukan suatu penelitian hukum adalah menemukan suatu 
masalah, kemudian mendefinisikan masalah tersebut secara jelas, termasuk cakupan atau 
ruang lingkup yang akan dibahas. Setelah itu mencari data dengan melakukan studi 
kepustakaan, kemudian memformulasikan hipotesis jika ada. Untuk langkah selanjutnya 
adalah mengumpulkan data yang relevan dengan masalah yang diteliti, data yang telah 
terkumpul, disusun secara sistemtis untuk dianalisis serta diberikan interprestasi untuk 
mendapatkan pemahaman yang jelas. Kemudian dari analisis tersebut dibuat generalisasi 
untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Langkah terakhir adalah membuat laporan ilmiah 
tentang hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian tersebut dengan mengikuti aturan 
atau teknik yang ada. 
Prof. Peter Mahmud Marzuki juga menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam 
melakukan penelitian hukum tetapi sedikit berbeda, langkah-langkah itu adalah sebagai 
berikut: 
1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk 
menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. 
a) Penelitian untuk keperluan praktik hukum. 
Sebagai langkah pertama dalam penelitian hukum untuk keperluan praktis 
adalah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan. 
Sering kali kasus yang dikemukakan oleh klien bercampur antara fakta dan pendapat 
serta keinginan klien. Dalam hal ini ahli hukum harus dapat membedakan mana fakta 
dan mana pendapat klien. Lebih jauh ahli hukum harus dapat membedakan mana 
yang fakta hukum dan yang bukan fakta hukum. Dengan membedakan fakta dan fakta 
non-hukum peneliti akan dapat menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.   
b) Penelitian untuk keperluan akademis. 
Untuk mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminir hal-hal yang tidak relevan 
dan menetapkan isu hukum bagi keperluan akademis, langkah pertama adalah peneliti 
harus dapat memisahkan dirinya dari kepentingan-kepentingan yang terlibat di dalam 
kegiatan penelitian itu. Ia harus menjadi dirinya sendiri yang mempunyai sikap 
disinterestedness terhadap isu atau masalah hukum yang hendak dipecahkan. 
Selanjutnya peneliti harus mampu mengeliminir faktor-faktor yang tidak relevan 
dengan isu tersebut. 
c) Pengumpulan bahan-bahan hukum. 
Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari 
bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Karena peneliti dalam 
hal ini menggunakan pendekatan perundang-undang (statute approach), maka sesuai 
dengan isu yang diangkat, penulis harus mengumpulkan bahan-bahan yang diantara 
yaitu Kompilasi Hukum Islam  dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan 
isu hukum yang diangkat tersebut. 
2) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan. 
Untuk  menjawab isu hukum yang diangkat, peneliti harus menelaah isu hukum 
itu dengan merujuk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dengan isu tersbut. 
Selain menelaah isu tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang relevan, isu itu juga 
ditelaah dari berbagai bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu itu, yang telah 
berhasil dikumpulkan oleh peneliti. Dari telaah yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan 
bahan-bahan hukum maupun bahan non-hukum itu, peneliti berusaha untuk menjawab 
isu yang diangkatnya. Kemudian dari telaah-telaah itu diambil sebuah kesimpulan 
sebagai jawaban atas isu hukum yang diangkatnya itu.  
 
3) Menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum. 
Penelitian hukum itu bukan untuk menguji hipotesis, maka konsekuensinya 
kesimpulan yang ditarik dari penelitian hukum bukan menghasilkan diterima atau 
ditolaknya hipotesis. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum dan bilamana perlu juga 
non-hukum sebagai penunjang, peneliti akan dapat menarik kesimpulan yang menjawab 
isu yang diajukan. 
4) Memberikan Preskripsi. 
Memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan hal yang 
esensial dari penelitian hukum. Baik untuk keperluan praktek maupun untuk penulisan 
akademis, preskripsi yang diberikan menentukan nilai penelitian tersebut, maka langkah 
terakhir dari suatu penelitian yaitu memberikan preskripsi berupa rekomendasi yang 
didasarkan pada kesimpulan yang telah diambil. Berpegang pada karekteristik Ilmu 
Hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan penelitian 
hukum harus dapat atau setidaknya mungkin untuk diterapkan. 
Langkah-langkah tersebut dapat diterapkan, baik terhadap penelitian untuk 
keperluan praktis maupun untuk kajian akademis. Itulah ringkasan mengenai langkah-
langkah yang perlu dilakukan di dalam penelitian hukum yang dijelaskan oleh Prof. Peter 
Mahmud Marzuki di dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum” (Peter Mahmud 
Marzuki, 2007: 171-209). 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat Preskriptif, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, 
nila-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. 
Langkah awal dalam penelitian ini adalah perbincangan mengenai makna hukum dalam 
hidup bermasyarakat, dimana ilmu hukum bukan hanya menempatkan hukum sebagai suatu 
gejala sosial yang dipandang dari luar tetapi masuk ke dalam suatu yang essensial yaitu sisi 
intrinsik dari hukum (Peter Mahmud, 2006: 22).  
3. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen publik dan catatan-
catatan resmi (public documents and official records), yaitu dokumen peraturan perundangan 
yang berkaitan dengan pemberian hibah kepada anak angkat. Disamping jenis data yang 
berupa Undang-Undang negara maupun peraturan pemerintah, penulis juga memperoleh data 
dari beberapa jurnal, buku-buku referensi, internet dan media massa yang mengulas tentang 
sistem pengalihan harta kepada anak angkat.. 
4. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif khususnya 
pendekatan perundang-undang (statute approach). Pendekatan perundang-undang (statute 
approach), merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-
Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter 
Mahmud Marzuki, 2007: 93). Pendekatan ini dilakukan dengan mendekati masalah yang 
diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif, karena dalam penelitian ini hukum 
dikonsepkan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang 
berwenang. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan 
perundang-undang (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini yaitu 
Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif dengan 
menelaah, menjelaskan, memaparkan, menggambarkan, serta menganalisis permasalahan 
atau isu hukum yang diangkat, seperti apa yang telah dikemukakan dalam perumusan 
masalah. 
 
5. Sumber Data 
Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Karena penelitian yang dilakukan 
penulis termasuk penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, maka data 
yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 
langsung dari sumber pertama, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 
hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya.  
Adapun bahan-bahan hukum yang penulis pergunakan meliputi: 
1)  Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat 
yaitu: Kompilasi Hukum Islam. 
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum 
primer seperti: Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku, artikel 
majalah dan koran, pendapat pakar hukum maupun makalah-makalah yang berhubungan 
dengan topik penulisan ini. 
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus 
bahasa, ensiklopedi. 
Hal itu sedikit berbeda dengan pendapat yang dikemukan oleh Prof. Peter Mahmud 
Marzuki bahwa penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu 
hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-
sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-
sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum 
sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 
mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undang, catatan-catatan 
resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undang dan putuan-putusan hakim. 
Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan 
merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, 
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan 
(Peter Mahmud Marzuki, 2007: 141). Selain itu, di dalam penelitian hukum baik untuk 
keperluan praktis maupun untuk keperluan akademis juga diperlukan bahan non-hukum yang 
relevan dengan isu hukum yang diangkat untuk membantu menelaah isu hukum itu. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara   pengumpulan 
(dokumentasi) data sekunder berupa peraturan perundangan, artikel maupun dokumen lain 
yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasi menurut pengelompokan yang tepat. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan dan 
menyusun data yang diperlukan.  
7. Teknik Analisis Data 
Penulis akan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yaitu suatu teknik 
penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data 
dengan memperhatikan konteksnya. Analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk 
pemprosesan data ilmiah (bahan hukum). Menurut Ole R. Holsti sebagaimana dikutip oleh 
Soerjono Soekanto, content analysis sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi-
inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematik dan obyektif karakteristik-karakteristik 
khusus ke dalam sebuah teknik (Soerjono Soekanto, 2006: 22). 
Dalam penulisan hukum ini penulis berusaha untuk mendeskripsikan isi dari 
peraturan, mengidentifikasikan, dan mengkompilasikan data-data terkait dengan sistem 
pengalihan harta kepada anak angkat dalam hukum Islam yang disesuaikan dengan alur 
pikiran sehingga dapat ditemukan suatu hubungan yang mengarah pada pembahasan yang 
dapat menghasikan kesimpulan. 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum 
yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka sistematika penulisan hukum ini 
terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bab untuk memudahkan 
pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut 
sebagai berikut : 
BAB I   PENDAHULUAN 
Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini berisi kerangka teori yang terdiri dari tinjauan tentang hukum, 
tinjauan tentang hukum Islam, dan tinjauan tentang hukum perdata, serta berisi kerangka 
pemikiran penulis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini. 
BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah 
ditentukan sebelumnya yakni mengenai ketentuan pemberian hibah harta kepada anak 
angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.  
BAB IV  PENUTUP 
Dalam bab ini berisi simpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek 
penelitian dan saran-saran. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teoritis 
1. Tinjauan mengenai anak angkat 
Agama Islam diturukan dimuka bumi sebagai Rahmatan lil’alamin. Sebagai rahmat 
bagi seluruh alam. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga 
mengatur mencakup seluruh aspek kehidupan baik politik, hukum, sosial dan budaya, serta 
masalah pengangkatan anak atau adopsi, orang Islam dapat mengarungi kehidupan dan 
memecahkan setiap masalah dalam kehidupan. Keinginan untuk menpunyai anak adalah 
naluri manusiawi dan alami akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir illahi, 
di mana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Akan tetapi semua kuasa ada di tangan 
Tuhan. Apapun yang mereka usahakan apabila Tuhan tidak menghendaki, maka keinginan 
merekapun tidak akan terpenuhi, hingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, 
maka diambil jalan dengan pengangkatan anak. 
Zaman Jahiliyah sebelum agama Islam datang, masalah pengangkatan ini sebenarnya 
telah banyak dilakukan pada masyarakat Arab. Bahkan menurut sejarah, Nabi Muhammad 
SAW sendiri sebelum menerima wahyu ke-Rasulan mempunyai seorang anak angkat yang 
bernama Zaid bin Haritsah dalam status budak (sahaya) yang dihadiahkan oleh Khadijah 
binti Khuwalid kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian diangkat menjadi anak angkat 
dan diberi nama Zaid bin Muhammad SAW.  
Awal mulanya di hadapan kaum Quraisy pernah Nabi Muhammad SAW pernah 
mengatakan, ”Saksikanlah oleh kamu, bahwa Zaid kuangkat menjadi anak angkatku, dan 
mewarisiku dan aku mewarisinya”. Namun beberapa waktu setelah Nabi Muhammad SAW, 
diutus menjadi Rasul, maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah ini, seperti yang 
telah disebutkan diatas. Sesudah itu turun pula wahyu yang menetapkan tentang peraturan 
waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah, 
keturunan dan perkawinan. Mulai saat itu nama Zaid bin Muhammad diganti lagi menjadi 
Zaid bin Haritsah. Sebagaimana diketahui, bahwa Zaid ini seorang yang berdiri di barisan 
depan membantu perjuangan Rasulullah SAW, dan beliau tewas di medan peperangan 
sebagai pahlawan (Syuhada) dalam perang Muktah tahun 8 Hijriyah (Muderis Zaini, 
1995:53). 
Merujuk pendapat di atas dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam 
adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak 
kandungnya sendiri. Sedang kalau yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam 
pengertian yang terbatas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan 
dianjurkan. Disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi 
kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan 
diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.  
Pengambilan anak angkat ini menurut versi Kompilasi Hukum Islam adalah 
merupakan satu amal baik yang dilakukan bagi orang yang mampu, yang tidak dianugerahi 
anak oleh Allah SWT. Mereka menyamakannya dalam bentuk ibadah yang merupakan 
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pendekatan diri kepada Allah, dengan mendidik anak-anak yang terlantar, anakanak fakir 
miskin, dan anak-anak yang tidak mampu tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam 
itu merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh agama Islam.  
Hal ini sebenarnya sesuai pula dengan misi keadilan sosial dalam ajaran Islam, 
dimana syariat Islam membuka kesempatan bagi seseorang untuk memperoleh amal 
kebaikan melalui wasiat dan memberikan sebagian dari harta peninggalannya (dalam bentuk 
hibah) kepada anak angkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa depan, sehingga 
anak tersebut tidak terlantar dalam pendidikan serta kehidupannya kelak ketika mereka telah 
dewasa. Oleh karena itulah rasa kemanusiaan yang tinggi merupakan misi Islam yang sangat 
utama dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT.  
Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 
a). Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis 
dan keluarga; 
b). Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap 
sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak 
berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya; 
c). Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung 
kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/ alamat; 
d). Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak 
angkatnya (Muderis Zaini, 1995:54). 
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan 
anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang 
anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.  
Agama Islam menganjurkan agar umat manusia saling tolong menolong sesamanya. 
Bagi yang kaya harus membantu yang tidak kaya, orang Islam harus berhati sosial, 
menolong dan memelihara anakanak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak 
mampu. Kalau melihat dari segi budi pekerti dan sosial, maka orang yang melakukan adopsi 
berarti ia melakukan perbuatan yang sangat baik, yang sangat sesuai dengan ajaran Islam. 
Tentu saja dalam hal ini bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memelihara dengan 
sebaik-baiknya, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut 
kebanyakannya adalah orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT. 
Bagi mereka yang telah mempunyai keturunan, tapi ia ingin menambah jumlah 
anggota keluarga dengan jalan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak angkat, maka 
haruslah memeliharanya dengan sebaik-baiknya semata-mata karena Allah (lillahi ta’ala), 
untuk betul-betul menolong anak atau bayi yang terlantar. Karena kebanyakan anak diambil, 
malah banyak sekali bayi-bayi terlantar tersebut dibunuh oleh orang tuanya sendiri, atau 
ditinggal begitu saja tanpa diurus dan sebagainya, karena ketidakmampuannya. 
Pemberian hibah adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang tua angkat 
kepada anak angkatnya sebagai wujud kasih sayang yang telah terjalin diantara keduanya. 
Karena Islam secara jelas menegaskan bahwa hubungan antara orang tua angkat dengan anak 
angkatnya tidak menyebabkan keduanya mempunyai hubungan waris mewaris, dengan 
demikian seorang anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkatnya. Pada kesempatan 
ini penulis ingin mengemukakan tentang salah satu persoalan kebutuhan manusia, yakni 
khusus aspek pengangkatan anak serta pengalihan harta kepada anak angkat, dari berbagai 
macam cara pengangkatan anak. Sebagai suatu gambaran, bahwa pengangkatan anak 
semakin bertambah di masyarakat kita saat-saat ini. Dalam hukum Islam tidak mengenal 
pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya 
di perbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam 
segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang 
bukan memperlakukan sebagai anak kandung. 
Apabila kita teliti di dalam hukum Islam tidak di kenal adanya suatu pengangkatan 
anak secara mutlak, hal tersebut berdasarkan Al Qur’an surat Al Ahzab ayat (4), ayat (5) dan 
ayat (40), serta berdasarkan Hadist Rasulullah SAW:  
“Barang siapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari seorang bukan ayahnya, 
maka kepadanya ditimpa laknat dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada 
hari kiamat, akan tidak diterima amalan-amalannya, baik yang wajib maupun yang sunah” 
(HR. Bukhari). 
Terlepas dari hal itu Islam mengenal atau lebih tepatnya membolehkan bagi 
pemeluknya untuk memelihara atau mengangkat anak dalam artian secara tidak mutlak atau 
sebatas memelihara kelangsungan hidup, mencukupi kebutuhan sang anak itu sendiri, tanpa 
sedikitpun menghilangkan nasab asal si anak dengan keluarga terdahulu (orang tua kandung 
si anak) serta tidak menghalangi ahli waris asli dari kedua orang tua angkatnya tersebut 
untuk mendapatkan harta warisan. 
Menurut hukum Islam anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. 
Hubungan keharta-bendaan antara anak yang di angkat dengan orang tua mengangkat 
dianjurkan dalam bentuk wasiat atau hibah, yang besarnya maksimal sepertiga dari harta 
yang ada, Wasiat itu wajib berdasarkan surat Al Baqarah ayat (180) dan surat Al Maa’idah 
ayat (106). Sedangkan hukum Islam tidak ada putus hubungan antara anak angkat dengan 
orang tua kandungnya, dengan adanya perbedaan ini sebenarnya tujuan utama dari adopsi itu 
sendiri adalah sebagai salah satu upaya untuk kesejahteraan anak. 
Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, bahwa anak adalah generasi penerus, baik bagi 
orang tua, bangsa maupun agama. Baik buruknya anak, serta akan menjadi apa mereka, 
tergantung bagaimana orang tua, bangsa maupun agama mendidik mereka. Anak juga 
merupakan wujud keberlangsungan keluarga, keturunan dan bangsa. Namun anak adalah 
karunia Tuhan Yang Maha Esa, tidak semua perkawinan di karuniai keturunan hingga sang 
orang tua meninggal dunia. Salah satu tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya 
adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Mengingat pentingnya hal keturunan (anak) 
ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum karena, misalnya, ketiadaan keturunan 
atau anak. Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa 
hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan. 
Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di 
dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan 
keturunan. Jadi, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka 
tujuan perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian, apabila di dalam suatu perkawinan telah 
ada keturunan, maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan 
generasi dapat berjalan (Soerjono Soekanto, 2001:251). 
Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk 
meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. 
Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif 
yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga 
yang bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak pun. Dengan mengangkat anak 
diharapkan supaya ada yang memelihara di hari tua, serta untuk mengurusi harta kekayaan 
sekaligus menjadi generasi penerusnya kelak ketika orang tu sudah tiada. 
Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh kerena itu perbuatan 
tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan 
anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. 
Status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan 
yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau 
tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris 
dari orang tua angkatnya. 
Untuk lebih menjelaskan perihal pengangkatan anak dalam kehidupan masyarakat di 
Indonesia di kenal berbagai jenis anak, yaitu sebagai berikut:  
a. Anak sah 
Anak sah adalah anak yang di lahirkan dari perkawinan yang sah atau pembuahan 
suami dan isteri yang sah di luar rahim dan di lahirkan isteri tersebut sesuai dengan pasal 
(99) Kompilasi Hukum Islam atau biasa di sebut KHI. 
Anak sah mempunyai kedudukan tertentu dalam keluarganya, orang tua 
berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, dan memelihara 
kehidupan anak tersebut hingga anak tersebut menginjak dewasa atau sampai ia dapat 
berdiri sendiri mencari nafkah. Anak yang sah juga merupakan tumpuan harapan kedua 
orang tuanya sekaligus menjadi penerus keturunannya. 
b. Anak angkat 
Secara Etimologi pengangkatan anak disebut juga dengan istilah lain yaitu adopsi. 
Adopsi berasal dari kata “adoptie” (bahasa Belanda) yang artinya pengangkatan seorang 
anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu 
“adoption” yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Anak angkat 
merupakan anak orang lain yang di pelihara (angkat) sebagai anak sendiri. (“Anak 
angkat, http//: ms.wilkipedia. org/ wiki/ anak angkat, di akses pada tanggal 14 april 
2010”). 
Anak menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern adalah: ”Anak adalah 
keturunan kedua”. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah 
turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah merupakan suatu 
kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya. Kedudukan anak angkat 
yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan sebuah 
keluarga. Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu 
sendiri, yang dari hari kehari semakin berkembang, bimbingan khusus agar dapat 
berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal. 
Perihal defenisi tentang anak angkat sangat sulit ditemukan dalam hukum Islam, 
tetapi sebagaimana disebutkan dalam awal pembahasan ini bahwa anak angkat tersebut 
anak yang diangkat oleh orang tua angkatnya. Munculnya istilah anak angkat atau adopsi 
di Indonesia pada dasarnya dari KUH Perdata Belanda yaitu sebagai upaya melindungi 
kepentingan anak-anak. Keadaan ini muncul disebabkan adanya pandangan khususnya 
terhadap anak bahwa orang tua kandung si anak kurang mampu memberikan 
perlindungan dan pemeliharaan kepada anaknya, sehingga anak tersebut diserahkan 
kepada orang lain untuk dipelihara dan dipenuhi hak-haknya. Sedangkan disisi lain 
adanya keadaan yang mengakibatkan si anak kehilangan orang tua kandungnya, sehingga 
diserahkan kepada pihak-pihak lain yang rela dan sudi memeliharanya.  
c. Pengakuan dan pengesahan anak angkat 
Perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan anak angkat agar 
terlepas dari beban kehidupan yang berat kelak ketika ia dewasa adalah dengan 
memberikan pengakuan, pengesahan dan pengangkatan. Sementara peraturan pemerintah 
yang mengatur tentang nasib angkat sampai sekarang belum juga di terbitkan secara 
khusus guna memecahkan permasalahan yang timbul terkait adanya masalah mengenai 
pengangkatan anak di Indonesia. 
Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 1979 no.2 tahun 
1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa; “Pengesahan 
Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu 
penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak 
tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir oleh Pengadilan Negeri” 
(Muderis Zaini, 1995:112). 
Pendapat lain menerangkan, yaitu menurut Erna sufyan sukrie dalam pengertian 
pengakuan anak secara formil menurut hukum, anak angkat adalah merupakan suatu 
bentuk pemberian keterangan dari seorang laki-laki yang menyatakan pengakuan 
terhadap anak-anaknya.  Sedangkan pengakuan secara materiil, yang di maksud dengan 
pengakuan anak adalah merupakan suatu perbuatan hukum untuk menimbulkan 
hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan 
siapa yang membuahi atau membenihkan kepada wanita yang melahirkan anak tersebut. 
Jadi penekanannya dalam hal ini adalah bukan siapa ayah secara biologis yang membuahi 
atau mebenihkan kepada wanita dari anak tersebut melainkan lebih kepada pengakuannya 
sehingga menjadi sumber lahirnya hubungan kekeluargaan itu. Dengan adanya 
pengakuan tersebut, anak yang di akui itu menjadi anak yang sah dan berhak atas warisan 
dari seorang laki-laki yang mengakuinya sebagai anak. (Erna sufyan sukrie dalam 
makalah perlindungan hukum anak di luar nikah di tinjau dari hak-hak anak, makalah 
dalam seminar kowani tanggal 14 mei 1996). Sedangkan menurut konsep hukum Islam 
pengakuan anak merupakan yaitu pengakuan anak bagi diri sendiri dan pengakuan anak 
untuk orang lain. Pada prinsipnya adalah sama tujuannya , namun dalam pelaksanaannya 
sedikit ada perbedaan yaitu: 
a). Pengakuan anak untuk diri sendiri; 
Dilaksanakan secara langsung, di dalam hukum Islam di kenal beberapa 
syarat yang harus di penuhi untuk melakukan pengangkatan anak untuk diri sendiri, 
diantaranya adalah:  
1) Orang yang mengetahui anak harus lah seorang pria sebab tidak ada bukti lain 
di dalam hukum Islam untuk membuktikan adanya hubungan suatu kebapakan, 
sedangkan bagi perempuan pembuktian dapat di laksanakan dengan 
menyatakan bahwa ia mengandung dan melahirkan anak tersebut; 
2) Orang yang mengakui anak tersebut haruslah ornag yang mukallaf; 
3) Anak yang di akui tersebut haruslah anak yang tidak di ketahui nasabnya; 
4) Pengakuan ini tidak dapat di sangkal dengan akal sehat; 
5) Pengakuan tersebut di benarkan oleh anak dewasa yang telah di akuinya. 
b). Pengakuan anak untuk orang lain. 
Hal ini sering di sebut dengan pengakuan secara tidak langsung, di dalam 
pelaksanaannya mempunyai syarta-syarat yang sama dengan pengakuan anak untuk 
diri sendiri, namun di tambah dengan 2 poin lagi, yaitu: 
1) Orang yang di hubungkan nasab kepadanya membenarkan bahwa ia betul 
mempunyai hubungan nasab dengan seseorang yang di hubungkan nasab 
kepadanya; 
2) Ada saksi-saksi yang membenarkan pengakuan dari orang  yang di hubungkan 
nasab kepadanya dan saksi-saksi ini di pelukan jika orang lain di hubungkan 
dengan nasab kepadanya tidak membenarkan pengakuan tersebut. 
Apabila syarat-syarat pengakuan anak baik pengakuan anak untuk diri 
sendiri maupun orang lain terpenuhi, maka sah lah pengakuan tersebut secara 
hukum. Demikian juga apabila seorang laki-laki mengadakan hubungan seksual 
dengan seorang wanita di luar nikah, kemudian wanita tersebut hamil, lalu si laki-
laki tadi atau orang lain yang bukan menghamili wanita tadi menikah dengan wanita 
hamil tadi, maka anak yang di lahirkan oleh wanita tersebut menjadi anak yang sah. 
Hal ini di sebabkan karena kesediaan laki-laki tersebut menikahi wanita hamil tadi. 
 d. Syarat pengangkatan anak 
Syarat-syarat Pengangkatan Anak: 
1) Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Hukum Barat. 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) atau BW, tidak 
ditemukan suatu ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat pengangkatan 
anak, maka pemerintah Hindia Belanda membuat suatu aturan tersendiri tentang 
pengangkatan anak dengan mengeluarkan staatsblad tahun 1917 nomor : (129). 
Mengenai syarat-syarat tentang pengangkatan anak diatur dalam staats blad 
tahun 1917 Nomor : 129 pasal 8 disebutkan ada 4 syarat, yaitu : 
a). Persetujuan orang yang mengangkat anak; 
b). Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka 
diperlukan ijin dari orang tua itu, apabila Bapak sudah wafat dan ibunya telah 
kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta 
Peninggalan (Wees Kamer) selaku pengawas wali; 
c). Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula 
persetujuan dari anak itu sendiri; 
d). Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus 
ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau 
jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah, yang masih hidup atau jika mereka 
tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki 
dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajad 
keempat (Soedaryo Saimin, 1992:39). 
 
2) Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam. 
Adapun syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah : 
a). Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada 
jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa di Islamkan; 
b). Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan mendidik 
anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar yakni syariat Islam; 
c). Tidak boleh bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat. 
Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila 
memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang 
tua biologis dan keluarga; 
b) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, 
melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga 
orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya; 
c) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara 
langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/ alamat; 
d) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan 
terhadap anak angkatnya (Muderis Zaini, 1995:54). 
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip 
pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan 




e. Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam 
Perihal pengertian anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada 
ditemukan pengertiannya tetapi dalam skala sedemikian kecil. Meskipun demikian 
disebabkan Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah ketentuan hukum yang dibuat 
berdasarkan hukum Islam, maka sumber-sumber lainnya yang termasuk kedalam kajian 
hukum Islam dapat dijadikan sandaran yang menarik pengertian tentang anak angkat 
khususnya dalam kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Anak angkat 
adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan 
dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua 
angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”. Anak menurut dalam Kamus Lengkap 
Bahasa Indonesia Modern adalah: ”Anak adalah keturunan kedua”. Pengertian ini 
memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai 
turunan pertama. Jadi anak adalah merupakan suatu kondisi akibat adanya perkawinan 
antara kedua orang tuanya. 
Kedudukan anak angkat yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting 
dalam melanjutkan sebuah keluarga. Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan 
dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari kehari semakin berkembang, 
bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal. 
Dari pengertian pengangkatan anak maupun anak angkat yang telah dikemukakan 
tersebut diatas pada dasarnya adalah sama. Dari pendapat tersebut dapat diambil unsur 
kesamaan yang ada di dalamnya, yaitu : 
1. Suami istri yang tidak mempunyai anak tersebut mengambil anak orang lain yang 
bukan keturunannya sendiri. 
2. Memasukkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarganya, untuk dipelihara, di 
didik dan sebagainya. 
3. Memperlakukan anak yang bukan keturunan sendiri sebagai anak sendiri. 
2. Tinjauan Umum Tentang Hibah 
a Pengertian hibah 
Hibah yang berarti pemberian atau hadiah memiliki fungsi sosial dalam 
kehidupan masyarakat baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga, cukup banyak 
riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. beserta para sahabatnya 
memberi atau menerima sesuatu dalam bentuk hibah, salah satunya adalah hadist yang di 
riwayatkan oleh Bukhari Muslim yang menyatakan: “Dari Aisyah RA. Ia berkata. Adalah 
Rasulullah SAW. itu (sering) menerima hadiah dan (sering pula) membalas hadiah (HR. 
Bukhari)”. 
Sejarah pun menyebutkan, bahwa Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya dalam 
memberi dan menerima hadiah tidak saja diantara sesama muslim tetapi juga dari atau 
kepada orang lain yang berbeda agama, bahkan dengan orang musyrik sekalipun. Nabi 
Muhammad SAW. Pernah menerima hadiah dari orang Kisra, dan beliau pernah 
mengizinkan Umar Bin Khatab untuk memberikan sebuah baju kepada saudaranya yang 
masih musyrik di Mekkah. Dari kenyataan di atas hibah dapat dikatakan sebagai sarana 
untuk memufuk tali/ ikatan pergaulan antar sesama umat manusia. Berkenaan dengan 
fungsi hibah ini Nabi Muhammad saw. Bersabda: ”Saling memberi hadiahlah kamu, 
karena sesungguhnya hadiah itu dapat menghilangkan kemarahan (dengki/dendam) yang 
ada di dalam hati”. (Hadits Riwayat Bukhari Muslim) 
Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang 
dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada 
waktu penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan 
pernah dicela oleh sanak keluarga yang  tidak menerima pemberian  itu, oleh kerena  
pada  dasarnya  seseorang  pemilik  harta  kekayaan  berhak  dan leluasa untuk 
memberikan harta bendanya kepada siapa pun.  (Eman suparman 89: 2005).  
Berkaitan  dengan  persoalan  hibah  tersebut  di  atas, Asaf A. A. Fyzee  dalam  
bukunya: ”Pokok-pokok Hukum  Islam  II” memberikan  rumusan  hibah  sebagai  
berikut:  ”Hibah adalah  penyerahan  langsung  dan tidak bersyarat tanpa pemberian 
balasan” (Asaf A. A. Fyzee 1961:1).  
Hibah mempunyai pengertian suatu pemberian atau sedekah, mengandung makna 
yaitu persetujuan pemberian barang yang di dasarkan atas rasa tanggung jawab dan 
kesadaran atas sesamanya dan di laksanakan dengan penuh keikhlasan dan  tanpa pamrih 
apapun. Selanjutnya diuraikan  bahwa  Kitab  Durru’l  Muchtar  memberikan  definisi  
hibah  sebagai  ”Pemindahan  hak  atas  harta milik  itu  sendiri  oleh  seseorang  kepada  
orang yang lain tanpa pemberian balasan” (MJD Al barry, 1996: 115). 
Pasal 1666 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut: 
“Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah 
menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, 
untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-
Undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang 
masih hidup”.  
Kamus istilah Islam, pengertian atau definisi hibah di artikan sebagai sedekah 
harta di lua warisan dengan ketentuan maksimal 1/3 (sepertiga) dari hartanya. (Moh E 
Hasim, 1987: 144).  
Ketentuan tersebut menimbulkan penafsiran untuk membatasi seseorang dalam 
berbuat kebaikan. Sebab apabila ia telah menghibahkan 1/3 dari hartanya, maka ia tidak 
boleh lagi menghibahkan harta yang di milikinya. Hibah dalam maknanya yang khusus 
adalah hibah yang tidak mengharapkan adanya imbalan atau disebut dengan hibah 
mutlak. Sedangkan hibah dengan maknanya yang umum adalah sebagaia berikut:  
1) Ibra, yaitu menghibahkan harta kepada orang yang berutang; 
2) Shadaqah, yaitu menghibahkan harta dengan harapan mendapatkan suatu pahala di 
akherat kelak; 
3) Hadiah, yaitu pemberian yang menurut orang yang di beri untuk memberikan suatu 
imbalan atau balas jasa. 
Peraturan lain meneyebutkan, yakni di dalam pasal 171 huruf (g) kompilasi 
hukum Islam (KHI), bahwa: 
“Hibah adalah pemberian sesuatu secara sukarela dan tanpa imbalan dari 
seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk di miliki. Pengertian ini sama 
dengan yang sering di sebut dalam kitab-kitab fiqih tradisional, bahwa yang di maksud 
dengan hibah adalah pemilikan sesuatu akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah di 
ketahui secara jelas ketika si pemberi hibah masih hidup” (Abdul Manan, 2006 : 133). 
b Dasar hukum pemberian hibah 
Dalam Al-Qur’an, penggunaan kata hibah di guanakan konteks sebagai pemberian 
Allah SWT kepada utusan-utusan Nya, para (Nabi-Nabi), dan menjelaskan sifat-sifat 
Allah SWT. Yang maha pemberi karunia. Untuk itu mencari dasar hukum hibah dapat di 
gunakan petunjuk dan anjuran secara umum, agar sesesorang memberikan sebagian 
hartanya kepada orang lain. 
Hal ini di ttegaskan di dalam Alqur’an, yaitu dalam Firman Allah dalam Al-
Qur”an surat Al-baqarah ayat (262) : 
“Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT, kemudian 
mereka tidak mengiringi apa yang di infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya 
dan menyakiti perasaan (penerima) mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan 
mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati” 
Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-munafiqun ayat (63) : 
“Dan infakkan lah sebagian dari sebagian apa yang telah kami berikan kepadamu 
sebelum kematian dating kepada salah seorang diantara kamu, lalu ia berkata 
(menyesali) “Ya Tuhanku sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku, 
sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-
orang yang saleh”. 
Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al- Baqarah ayat (177) : 
“Bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, 
akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari 
kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang 
dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir 
(yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan 
(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan 
orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang 
sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-
orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. 
Di sebutkan pula dalam hadits Nabi sebagaimana di riwayatkan oleh abu Hurairah 
R.A, bahwa Rasulullah pernah bersabda: “Saling memberi hadiahlah, maka kalian akan 
saling mencintai” (Sayyid sabiq, 2006: 463). 
Hadits lain yang di riwayatkan oleh ahmad dan halid bin hadi, bahwa rasulullah 
pernah bersabda:  
“Barang siapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya bukan karena 
mengharapkan dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerima dan tidak menolaknya. 
Karena merupakan rezeki yang di berikan allah kepadanya” (Sulaiman Rasjid, 2007: 
237). 
Walaupun di dalam Al-Qur’an dan sunah Rasul tidak mewajibkan kepada pemilik 
harta untuk melakukan hibah, namun Allah SWT dan Rasulullah SAW mengajarkan 
orang muslim untuk memiliki akhlak yang mulia, saling menolong kepada sesamanya 
dalam hal kebaikan. 
c Rukun dan syarat hibah 
Terdapat  tiga  syarat  yang  harus dipenuhi  dalam  hal melakukan hibah menurut 
Hukum Islam ini, yaitu sebagai berikut:  
1) Ijab,  yaitu  pernyataan  tentang  pemberian  tersebut  dari  pihak  yang memberikan; 
2) Qabul, yaitu pernyataan dari pihak  yang menerima pemberian hibah itu; 
3) Qabdlah, yaitu penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya 
maupun secara simbolis.  
Selain itu di dalam ajaran Islam orang yang ingin menghibah kan suatu harta nya 
kepada orang lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1) Subyek Hibah 
Bagi penghibah harus memenuhi syart-syarat sebagai berikut: 
a) Si Penghibah harus memiliki secara sah benda yang di hibahkan, baik dalam 
arti sebenarnya atau dari segi hukum. Dalam kompilasi hukum Islam di 
tegaskan dalam bab VI pasal 210 ayat (2) bahwa: “Harta benda yang di hibah 
kan harus milik penghibah” (Abdurrahman, 164: 2007); 
b) Penghibah bukan orang yang di batasi haknya karena suatu alas an apapun; 
c) Penghibah tersebut adalah orang dewasa, sekurang-kurangnya berumur 21 
tahun. Sedangkan bagi mereka yang belum mencapai umur tersebut namun 
telah memiliki kecerdasan untuk memainkan harga maka ia di perbolehkan 
melakukan penghibahan; 
d) Penghibah tidak di paksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan 
keridhoan di dalam keabsahannya. 
Sedangkan untuk orang yang di beri hibah maka orang tersebut harus benar-
benar ada waktu di berikan hibah tersebut atau harus di ketahui keberadaannya, 
apabila tidak ada atau tidak di perkirakan adanya missal dalam bentuk janin, maka 
hal tersebut tidak sah. Apabila pada waktu pemberian hibah tersebut peneima tidak 
ada ataupun masih kecil atau belum dewasa maka hibah tersebut di berikan kepada 
wali nya. Seperti dalam firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat (5): 
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, 
harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang di jadikan Allah. 
Sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil 
harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” 
2) Obyek Hibah 
Islam memberikan criteria-kriteria tertentu terhadap harta benda yang ingin 
di hibahkan. Harta atau barang yang dapat di hibahkan dapat terdiri atas segala 
barang, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasil dari 
sebuah barang juga dapat di hibahkan. 
3) Ijab Qabul 
Dari semua syarat-syarat yang di etapkan di atas para ahli atau ulama hukum 
Islam menetapkan sahnya hibah dengan Ijab Qabul. Adapun pengertian dari 
keduanya adalah sebagai berikut: 
a) Ijab adalah, keridhoan dari orang yang memberikan harta; 
b) Sedangkan Qabul adalah, suatu pernyataan yang menyatakan keridhoan atau 
menerima atau menerima atas yang di berikannya itu. 
Hibah pada dasarnya dapat hanya di lakukan secara lisan namun, untuk 
menjamin kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya di lakukan secara tertulis 
sesuai dengan anjuran Al-Quran surat Al-Baqarah ayat (282) dan (283). 
d Hibah Dalam Hukum Islam 
Hukum  Islam  memperbolehkan  seseorang  memberikan  atau  menghadiahkan 
sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup  kepada  orang  lain  yang  
disebut  ”intervivos”. Pemberian semasa  hidup  itu  lazim  dikenal  dengan  sebutan  
”hibah”.  Di  dalam Hukum Islam  jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan  itu  
tidak  terbatas.  Berbeda  halnya  dengan  pemberian  seseorang  melalui  surat wasiat 
yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih. 
Hibah dalam Hukum  Islam dapat dilakukan baik  secara  tertulis maupun  lisan,  
bahkan  telah  ditetapkan  dengan  tegas  bahwa  ”dalam Hukum Islam, pemberian berupa 
harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan  lisan  tanpa  mempergunakan  suatu  
dokumen  tertulis”.  Akan tetapi  jika  selanjutnya  dikehendaki  bukti-bukti  yang  cukup  
tentang terjadinya  peralihan  hak  milik,  maka  pemberian  itu  dapatlah dinyatakan  
dalam  bentuk  tulisan.  Jika  pemberian  tersebut  dilakukan dalam bentuk tertulis bentuk 
tersebut terdapat dua macam, yaitu:  
1) Bentuk  tertulis yang  tidak perlu didaftarkan,  jika  isinya hanya  menyatakan telah 
terjadinya pemberian; 
2) Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan  alat  dari  
penyerahan  pemberian  itu  sendiri.  Artinya,  apabila  pernyataan  dan  penyerahan  
benda  yang  bersangkutan  kemudian  disusul  oleh  dokumen  resmi  tentang  
pemberian, maka yang demikian itulah yang harus didaftarkan.   
Hibah  dengan  syarat  dan  hibah  yang  digantungkan  pada  suatu  kejadian yang 
tertentu, adalah tidak sah. Yang dimaksud dengan hibah bersyarat  adalah  suatu 
pemberian  yang  diserahkan  dengan  ketentuan bahwa  yang  diberi  harus  memenuhi  
syarat-syarat  yang  ditentukan.  Misalnya: A akan memberikan rumahnya kepada B, jika 
B membantu  pekerjaan  A.  Pemberian  atau  hibah  semacam  ini  menurut  Hukum  
Islam adalah batal.  Yang  dimaksud  dengan  hibah  yang  tergantung  pada  suatu  
kejadian,  yaitu  pemberian  yang  hanya  akan  terjadi  apabila  hal-hal yang  telah 
ditetapkan  terlebih  dahulu  betul-betul  terjadi.  Misalnya: Jika A meninggal dunia, 
rumah A menjadi milik B. Dalam hal ini jadi  atau  tidaknya  rumah  A  itu  dimiliki  oleh 
B  sangat  tergantung  pada suatu kejadian di masa datang yang tidak pasti, sebab di sini 
belumlah dapat dipastikan bahwa pihak yang diberi akan berusia  lebih panjang dari 
pihak yang memberi, sehingga hibah semacam ini batal.  
Seseorang  yang  hendak  menghibahkan  sebagian  atau  seluruh harta  
kekayaannya  semasa  hidupnya,  dalam Hukum  Islam  harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut:  
1) Orang tersebut harus sudah dewasa; 
2) Harus waras akan pikirannya; 
3) Orang  tersebut  harus  sadar  dan  mengerti  tentang  apa  yang  diperbuatnya; 
4) Baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan hibah; 
5) Perkawinan  bukan  merupakan  penghalang  untuk  melakukan hibah.  
Tidaklah  terdapat  persyaratan  tertentu  bagi  pihak  yang  akan menerima hibah, 
sehingga hibah dapat saja diberikan kepada siapapun, hanya ada beberapa pengecualian, 
antara lain sebagai berikut:  
1) Bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak  waras akal 
pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari anak 
di bawah umur atau orang yang tidak waras itu; 
2) Bila  hibah  dilakukan  terhadap  anak  di  bawah  umur  yang diwakili oleh 
saudaranya yang laki-laki atau oleh ibunya, hibah menjadi batal; 
3) Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal.  
Pada dasarnya  segala macam  harta benda  yang  dapat  dijadikan hak milik dapat 
dihibahkan, baik harta pusaka maupun harta gono-gini seseorang.  Benda  tetap  maupun  
benda  bergerak  dan  segala  macam  piutang  serta  hak-hak  yang  tidak  berwujud  itu  
pun  dapat  dihibahkan oleh pemiliknya. 
Hibah  berbeda  dengan  pemberian-pemberian  biasa,  sebab pemberian biasa 
mempunyai arti yang lebih luas yaitu meliputi semua pemindahan  hak  milik  tanpa  
balasan.  Sedangkan  hibah  mempunyai arti  yang  lebih  sempit  yaitu  pemberian  atas  
hak  milik  penuh  dari objek/harta  tertentu  tanpa  pengganti  kerugian  apa  pun.  
Pemindahan hak milik atau levering dalam hibah tidak perlu dilakukan apabila:  
1) Hibah  dilakukan  kepada  seseorang  yang  tinggal  dalam  satu rumah; 
2) Hibah yang dilakukan antara suami-isteri dan sebaliknya; 
3) Hibah  dari  seorang  ayah  kepada  anak  lelakinya  atau  dari seorang ibu kepada 
anak lelakinya; 
4) Hibah  yang  dilakukan  oleh  seorang  wali  kepada  seseorang yang berada di 
bawah perwaliannya; 
5) Hibah  yang  dilakukan  kepada  seseorang  yang  sungguh-sungguh  menguasai  
barang  yang  dihibahkan  itu  karena  ia mendapat kepercayaan untuk menguasai 


















Sistem Hibah Harta kepada Anak 













Islam secara tegas melarang perihal pengangkatan anak secara mutlak, namun pada 
perkembangannya Islam memperbolehkan pemeluknya untuk mengangkat anak dengan 
ketentuan dan syarat-syarat yang telah di tentukan, tentunya dengan motivasi dan tujuan yang 
baik pula bagi perkembangan anak tersebut, juga bagi keluarga asalnya. 
Anak angkat yang bukan merupakan seorang ahli waris bagi orang tua angkatnya dapat 
memperoleh harta dengan cara hibah harta yang ketentuannya tidak boleh melebihi sepertiga dari 
jumlah harta warisan, serta dalam bentuk wasiat wajibah yang masing-masing ketentuannya telah 
di atur secara jelas dalam Kompilasi Hukun Islam, hal tersebut semata untuk menghindarkan 
persengketaan, perwujudan kasih sayang dari si pewaris, dan yang paling penting adalah demi 

















BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
Ketentuan Pemberian Hibah Harta Kepada Anak Angkat Di Tinjau Dari Kompilasi 
Hukum Islam 
Menurut beberapa tokoh, mengenai pengertian atau definisi anak angkat terdapat 
beberapa perbedaan diantaranya adalah: 
1) Arif Gosita, SH. dalam bukunya “masalah perlindungan anak”, bahwa :  
“Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara 
dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan 
yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat 
yang bersangkutan” (Arif Gosita, 1989:44). 
2) Djaja S. Meliala, SH. dalam buku “Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia”, bahwa: 
“Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan 
kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah” (Djaja S. Meliala, 
1982:3). 
3) Amir Martosedono, SH. dalam bukunya “Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan 
Masalahnya”, bahwa : 
“Anak Angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, 
diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa. 
Diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal 
dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya” (Amir Martosedono, 
1990:15). 
4) Soerojo Wignjodipoero, SH. dalam buku “Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat” 
mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pengangkatan anak bila dilihat dari sudut 
anak yang dipungut yaitu sebagai berikut : 
a). Mengangkat anak bukan dari kalangan keluarga. 
Tindakan ini biasanya disertai dengan penyerahan barangbarang magis atau 
sejumlah uang kepada keluarga semula, alasan pengangkatan anak adalah takut tidak ada 
keturunan. Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan secara resmi dengan upacara adat 
serta dengan bantuan Kepala Adat. 
b). Mengangkat Anak dari kalangan keluarga. 
Salah satu alasan dilaksanakannya pengangkatan anak adalah karena alasan takut 
tidak punya anak. Dan yang dilakukan pada masayarakat Bali yaitu dengan mengambil 
anak yang dari salah satu klan, yaitu diambil dari selir-selir (gundik), apabila istri tidak 
mempunyai anak, biasanya anak-anak dari selir-selir itu diangkat dijadikan anak-anak 
istrinya. 
c). Mengangkat anak dari kalangan keponakan. 
Perbuatan mengangkat keponakan sebagai anak sendiri biasanya tanpa disertai 
dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan-penyerahan sesuatu barang 
kepada orang tua anak yang bersangkutan.  
5) Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam). 
Sedangkan menurut Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal (171), bahwa anak angkat 
adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan 
sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya 
berdasarkan putusan pengadilan. 
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Berdasarkan beberapa pengertian yang telah di kemukakan dari para tokoh di atas, 
penulis berusaha untuk memberikan kesimpulan mengenai pengertian atau definisi mengenai 
pengangkatan anak, yaitu: 
“Anak yang dalam pemeliharaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 
kesejahteraan serta dalam hal pemenuhan kebutuhannya beralih dari orang tua asal kepada 
orang tua angkat, semata dalam hal pemeliharaan hdup tanpa menghilangkan identitas, nasab 
atau orang tua asal dari anak tersebut berdasarkan putusan pengadilan” 
Istilah anak angkat di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 171 
ayat (9) yang berbunyi: “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya 
sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal 
kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.” 
Peristilahan pengangkatan anak yang berkembang di Indonesia berasal dari bahasa 
Inggris yaitu, “adoption”. Pada awal mulanya dalam peradaban Islam pengengkatan anak 
telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas penduduk arab yang pada zaman itu terkenal 
dengan istilah “tabanni” yang berarti mengambil anak angkat. 
Menurut ketentuan umum dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bahwa anak 
angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya 
pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua 
angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Atas dasar pengertian tersebut dapat di 
simpulkan bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai 
anak kandung dalam segala hal.  Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah selayaknya 
apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, sehingga anak angkat dapat 
dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan 
pemberian harta dalam bentuk hibah kepada anak angkat yang bersangkutan.  
Pengangkatan Anak sebagaimana yang telah di atur di dalam KHI (Kompilasi 
Hukum Islam) adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, 
memberikan pendidikan serta memberikan pelayanan segala kebutuhannya dan bukan 
memperlakukan mereka sebagai anak (nasabnya) sendiri. Jadi, menurut pandangan Hukum 
Islam mengangkat anak hukumnya adalah Mubah atau “boleh”. Adopsi yang dilarang 
menurut ketentuan dalam hukum Islam adalah seperti dalam pengertian aslinya atau di dalam 
KUH Perdata, yakni mengangkat secara mutlak, dalam hal ini adalah memasukkan anak 
orang lain ke dalam keluarganya (nasabnya) yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya 
sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin 
dengan keluarganya. 
Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat (4) dan (5) 
yang berbunyi : 
“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). 
Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, dan Allah mengatakan yang 
sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak 
angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada 
sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah 
mereka) sebagai saudara-saudaramu se-agama dan maula-maulamu, dan tidak ada 
dosa atasmu terdapat apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa 
yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang”.(QS. Al-Ahzab:4-5) 
Surat Al-Ahzab 4-5 tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut : 
a). Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia; 
b). Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu; 
c). Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya. (Muderis Zaini 1995:52) 
Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dilarang adalah 
pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal atau secara mutlak. Agama Islam 
mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, 
terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu 
dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-
mata, sesuai dengan anjuran Allah. Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi ini disebut 
“tabanni” 
Secara terminologi banyak tokoh yang memberikan pendapat mengenai definisi atau 
pengertian hibah, diantaranya yaitu, menurut Eman Suparman pengertian hibah adalah: 
”Pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika 
masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu 
penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan 
pernah dicela oleh sanak keluarga yang  tidak menerima pemberian  itu, oleh kerena  
pada  dasarnya  seseorang  pemilik  harta  kekayaan  berhak  dan leluasa untuk 
memberikan harta bendanya kepada siapa pun”. (Eman suparman, 89: 2005).  
Pendapat lain menyatakan, yaitu menurut Asaf A. A. Fyzee  dalam  bukunya: 
”Pokok-pokok Hukum  Islam  II” memberikan  rumusan mengenai  hibah  sebagai  berikut:  
”Hibah adalah  penyerahan  langsung  dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan” (Asaf A. 
A. Fyzee, 1961:1).  
Hibah mempunyai pengertian suatu pemberian atau sedekah, mengandung makna 
yaitu persetujuan pemberian barang yang di dasarkan atas rasa tanggung jawab dan 
kesadaran atas sesamanya dan di laksanakan dengan penuh keikhlasan dan  tanpa pamrih 
apapun. Selanjutnya diuraikan  bahwa  Kitab  Durru’l  Muchtar  memberikan  definisi  hibah  
sebagai  ”Pemindahan  hak  atas  harta milik  itu  sendiri  oleh  seseorang  kepada  orang 
yang lain tanpa pemberian balasan”. (MJD Al barry, 1996: 115). 
Sedangkan menurut Pasal 1666 KUH Perdata definisi hibah adalah sebagai berikut: 
“Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah 
menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, 
untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-
Undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih 
hidup”.  
Dalam kamus istilah Islam hibah di artikan sebagai sedekah harta di lua warisan 
dengan ketentuan maksimal 1/3 (sepertiga) dari hartanya. (Moh E Hasim, 1987: 144). Selain 
itu di sebutkan pula di dalam pasal 171 huruf (g) kompilasi hukum Islam (KHI), bahwa:  
“Hibah adalah pemberian sesuatu secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang 
kepada orang lain yang masih hidup untuk di miliki. Pengertian ini sama dengan 
yang sering di sebut dalam kitab-kitab fiqih tradisional, bahwa yang di maksud 
dengan hibah adalah pemilikan sesuatu akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah 
di ketahui secara jelas ketika si pemberi hibah masih hidup”. (Abdul Manan, 2006 : 
133). 
Berdasarkan beberapa pengertian yang telah di sampaikan oleh beberapa tokoh serta 
ketentuan dalam perundang-undang di atas dapat penulis simpulkan bahwa pengertian atau 
definisi hibah adalah: 
“Pemberian harta dari seseorang kepada pihak lain untuk dimiliki dengan tanpa 
paksaan serta pengaruh dari orang lain, secara langsung ketika pemberi hibah (penghibah) 
masih hidup, dengan keikhlasan serta tanpa mengharap imbalan apapun atas pemberian 
tersebut, mengenai jumlah dan ketentuan sesuai dengan yang telah di atur dan di tentukan 
dalam Undang-Undang”. 
Pengalihan harta dari seseorang ke orang lain dapat di lakukan dengan beberapa cara, 
salah satunnya adalah dengan cara pemberian atas sebagian harta atau hibah. Hukum Islam 
di indonesia mengatur mengenai ketentuan hibah sebagaimana diatur dalam Kompilasi 
Hukum Islam pasal (210) sampai dengan pasal (214). 
Pasal 210 
1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya 
paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada 
orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. 
2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Pasal 211 Hibah dan 
orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. 
Pasal 212 
Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. 
Pasal 213 
Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan 
kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. 
Pasal 214 
Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan 
Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan 
dengan ketentuan pasal-pasal ini. 
Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian hibah dapat di simpulkan sebagai 
pemberian secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup 
untuk di miliki. Setiap orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan 
tak ada paksaan untuk menghibahkan sebagian hartanya atau sebanyak-banyaknya 1/3 
(sepertiga) dari harta bendanya untuk dimiliki oleh orang lain. 
Hukum Islam mengatur pula tentang hibah, yakni penghibah adalah orang yang 
berumur 21 tahun, berakal sehat, serta tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-
banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan 2 (dua) 
orang saksi, sedangkan penerima hibah harus ada pada saat hibah di langsungkan, obyek 
hibahnya harus punya si pemberi hibah, sesuatu yang kepemilikannya di halalkan dalam 
agama dan disertai Ijab dan Qabul untuk syarat dan sahnya hibah.  
Di atas telah dijelaskan bagaimana pengangkatan anak yang biasa dilakukan oleh 
orang-orang Jahiliyyah telah dihapuskan oleh Islam melalui Al-Qur’an surat Al Ahzab ayat 
(4) dan ayat (5). Akibat-akibat hukum dari adopsi banyak sekali diantaranya hak mewaris 
bagi anak angkat. Semua akibat hukum dari adopsi juga tidak diakui oleh hukum Islam. 
Apakah dengan demikian berarti Islam mencegah penyantunan terhadap anak-anak 
yang terlantar, mengingat bahwa pengangkatan anak pada umumnya dilakukan oleh orang 
kaya terhadap anak orang lain yang terlantar, atau oleh orang (yang mampu) yang tidak 
punya anak terhadap anak kerabatnya yang kurang mampu (Muslich Maruzi, 1981:83). 
Maka dalam hukum Islam ada suatu ketentuan bahwa pembagian atau pemberian 
harta sebelum seorang meninggal atau lebih dikenal dengant hibah atau wasiat, tidak boleh 
melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisannya. Hal demikian untuk melindungi para ahli 
waris lainnya. Sedangkan wasiat mencerminkan keinginan terakhir seseorang menyangkut 
harta yang akan ditinggalkan. Keinginan terakhir pewaris harus didahulukan daripada hak 
ahli waris.  
Di antara para ulama hukum Islam ada yang berpendapat bahwa seorang pemilik 
harta boleh menghibahkan semua hartanya kepada orang lain, sedangkan ulama lain atau 
mazhab lain, seperti mazhab Hanafi misalnya, melarang dengan tegas seseorang yang ingin 
menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain meskipun dalam hal kebaikan. Mereka 
beranggapan bahwa orang tersebut adalah orang yang bodoh yang harus di batasi segala 
tindakannya. (Rasyid Ibnu Bidayatul Mujtahid, 1990:445). 
Untuk mengatasi adanya perbedaan mengenai batasan pengaturan pemberian hibah 
tersebut, para ulama sepakat untuk memberikan batasan mengenai jumlah harta yang boleh di 
hibahkan. Hasil kesepakatan yang telah di sahkan oleh pemerintah itu terdapat dalam 
Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (1): “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 
21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 
harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.” 
Akan menjadi permasalahan ketika di dalam harta hibah yang akan di berikan kepada 
anak angkat kemungkinan masih terdapat hak atau bagian dari ahli waris, maka pembatasan 
harta hibah boleh dilakukan oleh seorang pemberi hibah kepada anak angkatnya dengan 
ketentuan tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta keseluruhan yang dimilikinya. Dalam hal 
ini dapat di bedakan menjadi 2 dua hal yakni, jika hibah tersebut di berikan kepada orang lain 
(bukan seorang ahli waris ataupun badan hukum) maka mayoritas pakar hukum Islam 
sepakat mengatakan hal tersebut perlu di batasi, tetapi jika hibah tersebut di berikan kepada 
anak-anak atau ahli waris dari penberi hibah, maka menurut Imam Malik dan Ahlul Zahir 
tidak memperbolehkannya, sedangkan foqoha amsar menyatakan hal tersebut makruh. 
(Ahmad Rofiq, 2003: 470) 
Kompilasi Hukum Islam mengenut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 
sebanyak 1/3 dari harta yang dimilikinya. Hibah orang tua kepada anaknya dapat di 
perhitungkan sebagai waris. Apabila hibah yang akan dilaksanakan menyimpang dari 
ketentuan tersebut diharapkan agar tidak terjadi perpecahan di dalam keluarga. Sedangkan 
prinsip yang di anut dalam Kompilasi Hukum Islam adalah yang sesuai dengan kultur bangsa 
Indonesia serta sesuai pula dengan pendapat yang di sampaikan oleh mazhab Hanafi, bahwa 
orang yang memberikan semua hartanya kepada orang lain adalah orang yang dungu dan 
tidak layak untuk bertindak hukum. Oleh karena orang yang bertindak adalah orang yang 
tidak cakap sehingga perbuatan hukum (hibah) yang di laksanakan batal demi hukum. Sebab 
ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Apabila perbuatan yang dilakukan 
tersebut di hubungkan dengan kemaslahatan bagi pihak keluarga ahli warisnya, maka 
sungguh tidak di benarkan karena di dalam syariat Islam di perintahkan agar setiap pribadi 
untuk menjaga dirinya pada diri masing-masing untuk menyejahterakan keluarga. 
Sesuai dengan definisi hibah yakni pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada 
pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksananan pembagiannya biasanya 
dilakukan ketika penghibah masih hidup. Dan firman Allah dalam Q.S:  An-azhab ayat (33) 
yang di rumuskan dalam beberapa garis hukum dan bagi setiap orang: “Kami (Allah) telah 
menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta ibu bapaknya yang 
tadinya (akan mewarisi harta peninggalan itu)”. Q.S Al azhab ayat (33) . Jelaslah disini 
dalam hukum Islam memang dianjurkan bagi umatnya untuk beramal baik, menghibahkan 
sebagian hartanya di jalan Allah SWT, dengan catatan tidak boleh mengabaikan atau 
menghilangkan nasib keluarga atau ahli warisnya. 
Sesuai dengan yang telah di atur di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), 
pemberian hibah memang di batasi hal tersebut jelas di atur di dalam pasal 210 ayat (1) yang 
menyatakan bahwa:  “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat 
tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga)harta 
bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. 
Dan pertimbangan hibah adalah senata untuk kemaslahatan, hal ini sejalan dengan 
firman Allah dalam Q.S: An-Nisa ayat (9):  
“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka 
meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir 
terhadap (kesejahteraan) nya, oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada 
Allah, dan hendaklah bertutur kata yang benar”.  
Para ulama Islam berpendapat bahwa batas dalam wasiat sebanyak-banyaknya 1/3 
(sepertiga) harta peninggalan (setelah diambil untuk biaya-biaya penyelenggaraan jenazah 
dan membayar utang-utang) dan ditujukan kepada bukan ahli waris, wajib dilaksanakan 
tanpa ijin siapapun. Apabila wasiat ternyata melebihi sepertiga harta peninggalan, menurut 
pendapat kebanyakan ulama maka hal tersebut dipandang sah, tetapi pelaksanaannya 
terhadap kelebihan dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan tergantung kepada ijin dari ahli 
waris, apabila semua ahli waris mengijinkan, selebihnya 1/3 (sepertiga) harta peninggalan 
dapat diluluskan seluruhnya. Apabila sebagian ahli waris mengijinkan dan sebagian ahli 
waris tidak mengijinkan, maka yang diluluskan hanyalah yang menjadi hak waris yang 
mengijinkan saja. Menurut pendapat ulama Dhahiriyah, wasiat lebih dari 1/3 (sepertiga) harta 
itu dipandang batal, meskipun ada ijin dari ahli waris; sebab hadits nabi menentukan bahwa 
berwasiat dengan 1/3 harta itu sudah dipandang banyak (Ahmad Azhar Basyir 1995:14).  
Hal ini didasarkan pada sabda nabi Muhammad SAW, sebagai berikut: Dari Abi 
Ishak bin Abi Waqqas ra, ia berkata :  
“Telah datang ke rumahku Rasulullah SAW, pada tahun Haji Wada’ sehubungan 
dengan sakitku yang agak berat, kataku ya Rasulullah sakitku ini agak berat dan 
minta pendapat engkau. Aku ini punya harta tidak ada yang mewarisinya selain dari 
satu-satunya anak perempuanku, apakah aku sedekahkan saja dua pertiga dari hartaku 
itu? Sabda Rasulullah SAW, “tidak” kataku lagi bagaimana kalau seperduanya? 
Sabda Rasulullah SAW, “tidak”. Kataku seterusnya bagaimana kalau sepertiganya? 
Sabda Rasulullah SAW. “sepertiga itu sudah banyak, engkau meninggalkan waris 
yang kaya lebih baik dari meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang 
meminta-minta kepada manusia.” (HR. Bukhari dan Muslim). 
Apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka anak 
angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang 
tuanya. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan KHI pasal 209 ayat (2) yakni 
yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 
sebanyak banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya”. 
Yang dimaksud dengan “wasiat wajibah” adalah wasiat yang wajib dilakukan untuk 
kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapatharta pusaka (M. Hasbi Ash Shiddieqy, 
1997:300). Atas dasar realita diatas, KHI yang merupakan buku hukum bagi masyarakat 
Islam Indonesia, bersikap aspiratis terhadap nasib anak angkat dan orang tua angkat yang 
tidak menerima wasiat, dalam hal penerimaan harta warisan dengan wujud wasiat wajibah. 
Wasiat wajibah tersebut, bukan dimaksudkan sebagai warisan tetapi merupakan wasiat yang 
diambilkan dari harta peninggalan si mayat yang dalam hal pelaksanaannya tidak tergantung 
pada persetujuan si mayat. Jadi walaupun anak angkat tidak mendapatkan warisan dan wasiat 
dari si mayat ketika masih hidup, mereka akan tetap mendapatkan harta peninggalan tidak 
melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta si mayat dengan jalan wasiat wajibah.  
Wasiat wajibah yang dimaksud diatas adalah tindakan yang dilakukan oleh hakim 
sebagai aparat negara untuk memaksa memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah 
meninggal dunia yang diberikan kepada para pihak diatas. Wasiat wajibah itu berfungsi 
sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris (anak angkat dan orang tua 
angkat) sebagaimana yang ditentukan oleh hukum waris Islam, maka KHI menetapkan batas 
sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan orang tua angkatnya.  
Oleh karena wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan 
hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim 
dalam menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. 
Wasiat wajibah ini mempunyai tujuan yaitu untuk mendistribusikan keadilan, yaitu orang tua 
angkat dan anak angkat yang mungkin sudah berjasa besar kepada si pewaris tetapi tidak 
diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar 
dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta 
pewaris. Wasiat wajibah ini harus memenuhi dua syarat: Pertama, yang wajib menerima 
wasiat, bukan ahli waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit. Tidaklah 
wajib dibuat wasiat untuknya, sedangkan yang kedua, orang yang meninggal, baik kakek 
maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang 
diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya.  
Dan jika dia telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah,maka wajiblah 
disempurnakan wasiat itu. Apabila wasiat itu lebih dari sepertiga harta, maka wasiat itu 
hanya berlaku sejumlah sepertiga harta tanpa perlu persetujuan seseorang, sedang yang lebih 
dari sepertiga harta, memerlukan persetujuan para waris.  
Wasiat dalam keadaan ini ada tiga bentuk : 
1) Semua waris membenarkan wasiat yang dilakukan oleh orang yang telah meninggal 
sedang mereka mengetahui hukum yang mereka lakukan. Dalam keadaan ini, diberilah 
jumlah wasiat dari harta peninggalan dan sisanyalah yang dibagi antara para waris; 
2) Para waris membenarkan yang lebih dari sepertiga. Dalam bentuk ini berlaku wasiat 
dalam batas sepertiga tanpa perlu persetujuan seseorang dan diambil sepertiga itu dari 
harta peninggalan diberikan kepada orang yang menerima wasiat, sedang yang dua 
pertiga dibagi antara para waris; 
3) Sebagian para waris menyetujui wasiat yang lebih dari sepertiga, sedang yang lain tidak 
menyetujuinya. Dalam hal ini dibagi harta peninggalan dua kali (M. Hasbi Ash 
Shiddieqy, 1997:306). 
Hibah dan wasiat memiliki pengertian yang hampir sama, walaupun saat 
pemberiannya berbeda namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, terutama 
hibah itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian 
warisan apabila hibah tersebut tidak ada persetujuan ahli waris atau setidak-tidaknya ada ahli 
waris yang keberatan dengan adanya hibah tersebut, oleh karenanya sering terjadi sengketa 
antara ahli waris, satu pihak berpendapat bahwa hibah yang sudah diberikan berbeda dengan 
warisan, sedangkan pihak lain (ahli warisyang tidak menerima hibah) menyatakan hibah 
yang sudah diterima merupakan harta warisan yang sudah dibagi. Oleh karenanya ahli waris 
yang sudah menerima hibah tidak akan mendapat harta warisan lagi. 
Berkaitan dengan masalah di atas pasal 211 KHI telah memberikan solusi, yaitu 
dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai 
warisan. Pengertian “dapat“ dalam pasal tersebut bukan berartai imperatif (harus), tetapi 
merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. 
Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh 
sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada 
semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli 
waris yang memperseoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka 
hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan 
hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah 
yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah 
kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat 
ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya. 
Hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa mengenal 
ras, agama dan golongan, maka hibah dapat dijadikan solusi untuk memecahkan problem 
hukum waris dewasa ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum waris Islam apabila 
diterapkan apa adanya sesuai dengan ketentuan kitab fiqh klasik masih menyisakan berbagai 
masalah bila dihadapkhan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia, ada semacam 
ketidaksesuaian, diantaranya ahli waris non muslim tidak menjadi ahli waris dari pewaris 
muslim sehingga tidak akan mendapat harta warisan. Kedua, masyarakat Indonesia ada 
kecenderungan tidak ingin membedakan hak waris anak laki-laki dengan hak waris 
perempuan. Ketiga, anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi karena tidak 
memiliki hubungan kekerabatan. 
Anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi karena berdasarkan Al 
Quran Surat al-Ahzab ayat (4) dan (5) anak angkat dan orang tua angkattidak memiliki 
hubungan nasab, sehingga tidak memiliki hubungan kekerabatan, konsekuensinya anak 
angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi. Tatapi dalam kehidupan masyarakat 
Indonesia hubungan anak angkat dan orang tua angkat tak ubahnya seperti anak kandung 
yang memiliki hubungan batin yang amat kuat, sehingga anak angkat di khitankan, di 
sekolahkan bahkan di nikahkan oleh orang tua angkatnya, sebaliknya anak angkat rela 
merawat dan mengurus orang tua angkat di masa tuanya tak ubahnya sebagai bagian dari 
sebuah keluarga. Kalau hubungan batin antara anak angkat dengan orang tua angkat 
demikian kuatnya, maka ketika orang tua angkat meninggal dunia dan anak angkat tidak 
mendapatkan harta warisan sedikitpun (karena bukan sebagai ahli waris), hal ini merupakan 
problem tersendiri. Oleh karena itu sebagai solusinya hendaknya orang tua angkat sewaktu 
hidupnya memberikan hibah kepada anak angkat tersebut, apabila sudah terlanjur meninggal 
dunia dapat ditempuh dengan pemberian wasiat wajibah untuk mendapatkan harta warisan 














BAB IV  KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan 
pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu simpulan, yakni bahwa kedudukan anak angkat 
menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan 
pengadilan dengan catatan tidak memutuskan hubungan nasab atau hubungan darah dengan 
orang tua kandung atau orang tua asalnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut 
Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi 
kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat 
pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan 
mencukupi segala kebutuhannya. 
Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 
1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan 
keluarga; 
2.  Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap 
sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak 
berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya; 
3.  Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali 
sekedar sebagai tanda pengenal /alamat; 
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak 
angkatnya (Muderis Zaini, 1995:54). 
Mengenai hibah Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian hibah sebagai 
pemberian ketika yang punya atau pemilik harta masih hidup, sedangkan warisan diberikan 
ketika yang punya atau pemilik harta telah meninggal dunia. Di dalam hukum Islam, ketentuan 
hibah telah diatur di dalam Al Quran serta di jabarkan di dalam Hadits Rasulullah SAW. Selain 
itu pada dasarnya hibah bukan merupakan pemberian warisan atau tidak ada kaitannya dengan 
kewarisan kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak 
ahli waris yang berhak. Dalam hal demikian diperlukan adanya suatu batasan maksimal 
pemberian hibah, yaitu tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta keseluruhan. Sedangkan 
mengenai ketentuan pemberian hibah di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur di dalam 
pasal 210 ayat (1). bahwa hibah sebanyak-banyaknya adalah 1/3 (sepertiga) bagian, sehingga 
hibah kepada anak angkat adalah sahnya 1/3 (sepertiga) bagian, sedangkan selebihnya adalah 
batal demi hukum. 
B. Saran 
Hendaknya bagi orang yang akan mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada 
tingkat Pengadilan Agama agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan 
semata karena alasan tidak punya keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang 
serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak. 
Selain itu para ulama atau pemuka agama Islam diharapkan  untuk sering melakukan 
penyuluhan hukum bagi umat Islam berkenaan dengan ketentuan mengenai pemberian hibah 
menurut hukum Islam sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari, 
Apabila akan menghibahkan harta kepada anak angkat, sebaiknya tidak melebihi dari 
ketentuan pasal 201 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yakni tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) 
dari keseluruhan harta warisan, namun apabila tetap ingin menghibahkan lebih dari 1/3 
(sepertiga) dari keseluruhan harta warisan, sebaiknya di mintakan dahulu persetujuan tertulis dari 
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